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di—

Tempat

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang menjadi Undang Undang;
Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang — Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019
tentang Permohonan Pegujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2020 Tentang Perubahan
Ke Dua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur



dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Atau Walikota dan Wakil
Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan
dan Tata Kerja Badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan
Kelima Atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022
Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara
Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pembentukan
PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89
Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan
Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan pembentukan Pantarlih untuk

Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali

Kota Dan Wakil Wali Kota, bersama ini kami sampaikan hal —hal sebagai berikut :

a. Dalam melaksanakan Pembentukan Pantarlih agar sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku baik tata cara mekanisme, maupun
prosedur.

Memastikan persyaratan untuk menjadi anggota Pantarlih terpenuhi.
Memastikan kuota Calon anggota Pantarlih terpenuhi.

Terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran pemilu pada
tahapan pembentukan Pantarlih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan

Tahun 2024, KPU Kabupaten Klaten agar senantiasa berkoordinasi dengan



Bawaslu Kabupaten Klaten dan pihak-pihak terkait.
3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan

terima kasi

KETUA,

ARIF FATKHURROKHMAN,SIP

Tembusan Kepada Yith :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip






